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URAIAN
1. Pengertian demokrasi Pancasila dan contohnya
- Pengertian: Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini menekankan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, dan kebijaksanaan, serta tidak mengabaikan hak-hak individu dan kepentingan umum.
- Contoh:
1. Pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, rahasia, dan adil untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat.
2. Pelaksanaan musyawarah dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat melalui berbagai saluran yang sah, seperti forum diskusi, rapat umum, dan media massa.
​
2. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia
- Hak warga negara:
1. Hak atas pendidikan dan pengajaran.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
3. Hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berpendapat.
4. Hak atas perlindungan hukum dan keadilan.
5. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- Kewajiban warga negara:
1. Kewajiban menaati hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Kewajiban membayar pajak.
3. Kewajiban mempertahankan negara dari ancaman dan gangguan.
4. Kewajiban menghormati hak orang lain dan kepentingan umum.
5. Kewajiban ikut serta dalam pembangunan negara.
​
3. Dampak positif dan negatif globalisasi bagi kehidupan politik dan sosial Indonesia
- Dampak positif:
1. Memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang dunia internasional.
2. Meningkatkan partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional dan kerjasama regional.
3. Memudahkan pertukaran informasi dan komunikasi antarnegara, yang dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama.
4. Mendorong perkembangan teknologi dan inovasi, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Dampak negatif:
1. Munculnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.
2. Meningkatnya persaingan global yang dapat menimbulkan tantangan bagi ekonomi dan industri dalam negeri.
3. Munculnya masalah-masalah global yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di Indonesia, seperti terorisme, perdagangan manusia, dan perubahan iklim.
4. Meningkatnya ketergantungan terhadap negara lain dalam berbagai bidang, yang dapat mengurangi kemandirian dan kedaulatan negara.
​
4. Peran Presiden, DPR, dan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia
- Presiden:
1. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang dan mengatur pemerintahan negara.
3. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.
4. Menetapkan peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
5. Mewakili negara dalam hubungan internasional.
- DPR:
1. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau anggota DPR.
3. Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.
4. Menyetujui perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah.
5. Memilih dan mengangkat anggota Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.
- MPR:
1. Sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar.
4. Memilih dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Menetapkan garis-garis besar haluan negara.
​
5. Tantangan demokrasi Indonesia dan solusinya
- Tantangan:
1. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
2. Intoleransi dan diskriminasi yang masih terjadi di berbagai bidang, seperti agama, suku, ras, dan golongan.
3. Politik uang dan praktik-praktik tidak jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum dan proses politik lainnya.
4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi dan hak-hak serta kewajiban sebagai warga negara.
5. Masih adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup besar di masyarakat, yang dapat mempengaruhi partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.
- Solusi:
1. Meningkatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara tegas dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pendidikan dan penyuluhan tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keberagaman kepada masyarakat.
3. Memperbaiki sistem dan prosedur pemilihan umum dan proses politik lainnya agar lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik tidak jujur.
4. Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi melalui berbagai saluran yang sah dan efektif.
5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
